BABII

TINJAUAN TEORISTIS TENTANG PERNIKAHAN DAN
BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM BIMBINGAN PERNIKAHAN

CALON MEMPELAI
A. Pengertian Pernikahan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan. pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketentuan Yang Maha Esa”.

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci
dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyatuni,
kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi’i,
pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan
seksual antara pria dengan wanita.'

Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya
merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. hal ini
mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang

pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri

' Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.
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kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.”
B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuata hukum, oleh karena itu mempunyai
akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitnaya dengan sah
tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan
ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan yang berbunyi: “pernikahan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.’
sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.’

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang
pernikahan menitik beratkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu;
pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang
ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.
Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal
menyangkut proses adminitratif, di mana pernikahan harus dicatatkan

sebagaimana dimuat dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

2 .
Ibid.,133.

3 Mubarok Jaih, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy,
tt), 32.

*Ibid., 33.
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Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam pasal 4
bahwa pernikahan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam Pasal 14
sampai pasal 38 Kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 14
Untuk melakukan pernikahan harus ada:
a. Calon suami;
b. Calon istri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi,
e. [jab dan qabul.

Pasal 15

(1) Untuk kemaslakhatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapati izin sebagai mana yang di atur dalam pasal 6 ayat
(2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16
(1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga
berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17
(1) Sebelum berlangsungnya pernikahan pegawai pencatat nikah
menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan
dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seoragng calon
mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.

> Wahyono Darmabrata, Tinjauaan UU No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 101.
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(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat
dimengerti.

Pasal 18
Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan
tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Pasal 19
Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinnya.

Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari:
a. Wali nikah;
b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
keliompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah,
kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat
saudara laki-lakikandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan
laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara
laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki
mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek,
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatanya dengan
calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan akan yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat
yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatanya sama yakni
sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah,
mereka sama-sama berhak mnjadi wali nikah, dengan mengutamakan
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutanya tidak memenuhi syarat
sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara,
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tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali
nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim harus dapat
bertindak sebagai wali nikah setela ada putusan Pengadilan Agama
tentang wali tersebut.

Pasal 24
(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25
Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah iala seorang laki-laki
muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu
atau tuli.

Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta
menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah
dilangsungkan.

Pasal 27
Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai peria harus jelas beruntun
dan tidak berselang waktu.

Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan qabul iala calon mempelai peria secara
pribadi

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat di wakilkan kepada
pria lain segan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang
tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu
adalah untuk mempelai pria

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon
mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah
pihak.
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Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran islam.

Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu
menjadi hak pribadinya.

Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang
belum ditunaikan penyerahanya menjadi hutang calon pempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam
pernikahan.

(2) Kelailaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah,
tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam
keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya
pernikahan.

Pasal 35
(1) Suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar
setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qabla al dukhul tetapi besarnya
mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan
barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang
sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar
yang hilang.

Pasal 37
Apabila terjadi selisi pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan agama.

Pasal 38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang,
tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat,
penyerahan mahar dianggap lunas.
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(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami
haruns menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama
pengantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.°

C. Pengertian Umum Badan Penaschatan, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4)

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan
mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan
dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan
mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai
masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan
spiritual.”

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Departemen
Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangakan
gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.
Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa meningkatkan profesionalisme
petugas dan meningkatkan kepuasaan klien dalam melaksanakan tugas
tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat
diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati

para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama

% Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 5-11.

7.

Depag Provinsi Jawa Tengah. Modul Kursus Calon pengantin di Propinsi Jawa Timur
Semarang: Depag Jateng, 2007, 47-48.
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secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlagqul karimah, sehingga
dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.®

Sebenarnya penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian
hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang
membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan,
ketakwaan dan akhlagul karimah dalam lingkungan keluarga. Untuk
melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya
mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraaan dengan sesama LSM agama,
penggalian sumber daya manusia bahkan kerjasama dengan lembaga
internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang
profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh
agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga
sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional,
wibawa dan sanggup menjadi partner pemerintah dalam pembangunan.’

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas
Departemen Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan dan pelestarian
perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan
mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang
kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.'® Penasihatan bersifat
keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk

menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai

8 Badan Penaschatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke X1, 1998,
Jakarta: BP4 Pusat, 1.

> Ibid, 16-17.

" Ibid, 69.
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dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati
adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan
perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak
mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing
pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasehatan
bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan
para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.
D. Sejarah BP4

Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan atau yang
disingkat BP4 adalah merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di
bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang konsultasi
perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga
adalah sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab untuk mengatasi konflik
dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan
sejahtera. Juga sebagai tuntunan sejarah dan masyarakat juga menyadari akan
rendahnya suatu mutu perkawinan di Indonesia, sekitar tahun tahun 1950-an,
dimana setiap perkawinan terjadi perceraian sekitar 50-60%. Angka tersebut
lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.''

Beranjak dari rasa sebuah keprihatan yang timbul karena tingginya

angka perceraian di Indonesia yang pada 1950 sampai 1954 dari data statistic

ll'Suruddin, Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, artikel diakses pada 6 Januari

2014 dari http://surudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-
perceraian/.
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pernikahan di seluruh Indonesia mencapai 50-60% (rata-rata 1300-1400 kasus
perceraian perhari), dan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan
angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu. HSM Nasarudin Latif
(almarhum) mencetuskan dan mensyaratkan keberadaan BP4, pada tanggal 4
april 1954 di Jakarta bersama Seksi Penasehatan Perkawinan (SPP) pada
Kantor Urusan Agama se-Kotapraja Jakarta Raya. Kemudian pada tanggal 3
Oktober 1945 Abdul Rouf Hamidy (almarhum) atau yang lebih dikenal
dengan sebutan pak Artha juga membentuk organisasi yang bergerak dalam
bidang yang sama yaitu dengan nama Badan Penasehatan dan Penyelesaian
Perkawinan (BP4)."

Pada saat itu, Abraham Stone salah seorang pakar penasehat
perkawinan di Amerika Serikat pernah mengunjungi seksi penasehat
perkawinan yang berdiri di Jakarta. Belio terkesan dengan pilot project dalam
usaha menstabilkan perkawinan yang di rintis di Indonesia, sehingga ia
mengundang HSM Nasarudin Latif yang pada saat itu menjabat sebagai
kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kotapraja Jakarta Raya untuk
mengadakan studi perbandingan serta saling tukar pengalaman di bidang
marriage counseling antara Indonesia dengan Amerika."

Pada tahun 1956 atas prakarsa dari HSM Nasarudin Latif
diselenggarakan musyawarah yang di ikuti oleh wakil-wakil dari 21
organisasi wanita yang sebagian besar tergabung dalam KOWANI, dimana

secara bulat menyepakati Seksi Penasehatan Perkawinan dikembangkan

"> Amidhan, dkk, BP4 pertumbuhan dan perkembangan, 18.
" 1bid, 26.
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menjadi “Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan”
atau yang disingkat P5 yang diketuai oleh Ny. SR Poedjotomo dan HMS
Nasarudin Latif sebagai penasihat. Wadah baru ini bersetatus sebagai
organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang usaha mengurangi
perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerak langkah P5 kemudian
meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta, seperti Malang, Surabaya,
Kediri, Lampung, dan Kalimantan. Daerah-daerah tersebut dikunjungi oleh
HMS Nasarudin Latif dalam rangka memasyarakatkan P5 dan membentuk
cabang setempat.'*

Sedangkan pada tahun 1958 bersam Hj. Alfiyah Muhadi, ibu KH.
Anwar Musadad dan ibu HK. Samawi di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa
Tengah berdiri Badan Kesejah Teraan Rumah Tangga (BKRT). Kemudian,
dikukuhkan kepengurusan yang permanen yang diketahui oleh Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) daerah Istimewa Yogyakarta, KH. Farid Ma’ruf.
Sedangkan di kabupaten juga dibentuk Balai BKRT yang langsung diketahu
oleh kepala KUA Kabupaten. Sebagai aparat Departemen Agama pada waktu
itu, pembentukan lembaga tersebut memang merupakan kebutuhan yang
mendesak dalam upaya mengatasi banyaknya problematika perkawinan dan
rumah tangga yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Sedangkan dalam
sekala luas, lembaga ini cukup menunjang misi Departemen Agama dalam

upaya pembinaan keluarga dan kehidupan beragama.

% 1bid, 27-28.
15 Ibid, 29-30.
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Arhatha yang juga membentuk cabang Badan Penasehatan
Perkawinan di berbagai kota lainnya, HSM. Nasaruddin Latif membina dan
mengembangkan peran dan profesi penasehatan perkawinan (imarriage
counseling) di Indonesia. Sampai saatnya, dalam pertemuan pengurus Badan
Penasehatan Perkawinan Tingkat I se-Jawa yang dilakukan pada tanggal 3
Januari 1960, disepakati gagasan peleburan organisasi-organisasi penasehatan
perkawinan yang bersifat local itu menjadi badan nasional yang diberi nama
Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4).
Kesepakatan tersebut, setelah dibahas dalam konfrensi Dinas Departemen
Agama ke VII yang berlangsung pada tanggal 25-30 Januari 1960, di
Cipayung Bogor, kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri
Agama RI Nomor 85 Tahun 1961. Dengan demikian BP4 resmi terbentuk
secara Nasional dengan berpusat di Jakarta dan mempunyai abang-cabang di
seluruh Indonesia.'®

Pembentukan BP4 setidaknya didorong oleh tiga hal; yakni tingginya
angka perceraian banyaknya perkawinan dibawah umur dan praktek poligami
yang tidak sehat. Pada tahun 1950-an, sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, angka perceraian pernah mencapai 50% sampai 60% dan itu
didorong oleh adanya perlakuan semena-mena terhadap wanita. Akibatnya
banyak anak-anak yang menjadi korban, dan tidak sedikit istri yang tidak
tertentu nasibnya karena para suami meninggalkan istri dan anak-anaknya

begitu saja tanpa pesan dan kesan.

1% Ibid, 33.
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Sejak berdirinya BP4 telah terasa perannya yang begitu sangat berarti
bagi dunia perkawinan, yang lebih penting lagi yaitu salah satu usahanya
dalam memperjuangkan lahirnya sebuah Undang-Undang yang mengatur
tentang masalah perkawinan. Akan tetapi, pada saat itu untuk sebagian besar
penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam belum ada
undang-undang yang mengatur tentang hukum perkawinan mereka.

Hal inilah yang mendorong dilaksanakannya kongres perempuan
Indonesia pada Tahun 1968 yang membahas tentang keburukan-keburukan
yang terjadi pada perkawinan umat Islam pada waktu itu. Pembahasan
tersebut terjadi bukan dikarenakan tidak adanya peraturan dalam umat Islam
tentang masalah perkawinan, akan tetapi banyak orang yang tidak menaati
rambu-rambu dalam perkawinan disebabkan tidak adanya aturan atau
undangang-undang perkawinan yang memberikan sanksi atau hukuman
terhadap orang yang melanggar.

Melalui perjalanan panjang sejak Tahun 1962 dimana BP4 mendesak
pemerintah agar segera membuat dan mengesahkan uandang-undang tentang
perkawinan, pada tanggal 2 Januari 1974 keluarlah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun dalam
rancangan undang-undang yang diajukan tersebut yang diajukan ke DPR ada
beberapa hal yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi keberadaan
undan-undang ini sangat membantu dan mendukung berlakunya perkawinan

umat Islam.
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Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, maka tercapailah cita-cita BP4, terlebih
dengan dicantumkannya Pasal 39 ayat (1)'" :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan keduabelah pihak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut angka perceraian menurun secara
drastis. Angka perceraian yang pada Tahun 1975 masih sekitar 25,33%,
sementara pada Tahun 1976 menurun menjadi 10,92%.'®

Penasehatan perkawinan dapat diberikan dengan seorang saja, akan
tetapi akan lebih sempurna bila diberikan oleh satu tim (tim penasehat), yang
terdiri dari berbagai profesi, misalnya ahli agama, ahli hukum jiwa, pekerja
sosial, dokter dan lain sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan
nasehat sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam pemecahan suatu
masalah yang dialami oleh orang yang diberi nasehat.

BP4 sejak didirikan sudah banyak melakukan upaya pembinaan
keluarga. Sejak pasangan keluarga sebelum menikah sudah diharuskan
mengikuti kursus calon pengantin, sampai pasangan itu berumah tangga
selalu diberikan pembinaan, bahkan dalam keluarga ada perselisihan, BP4
selalu aktif memberikan advokasi dan mediasi. Itulah sebabnya BP4 dulu

kepanjanganya adalah Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian

17.

18.

Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakrta: Departemen Agama RI Direktoriat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan
penyelenggaraan Haji, 2004), 32.

Sururudin, Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, artikel diakses pada 6 Januari
2014 dari http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-
perceraian/.
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Perkawinan. Namun, setelah semua kasus perceraian ditangani oleh
Pengadilan Agama, kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasehatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan."”” Maka berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agama (KMA) RI Nomor 85 Tahun 1961 BP4 berdiri secara
nasional, kepanjangan BP4 yang semula adalah Badan Penasehatan
Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian kemudian disempurnakan menjadi
Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.
E. Landasan Hukum berdirinya BP4

Beberapa alasan yang menjadi background filsafat berdirinya BP4 di
cantumkan dalam mukaddimah Anggaran Dasar BP4 terdapat pada firman
Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut : dalam surat Ar-Ruum ayat 21,

5354 v-<“ ey i e gl R 2. 20 Gls 3T LT 2

.o};ﬁzﬁ; 238 oY Gl 3 u; i})’j

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S..ar-Rumm,21).%

Kesimpulan yang dapat di ambil dari ayat diatas adalah pertama,
bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga dimana Allah SWT
menciptakan pria dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaanatau perkawinan

Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih saying satu dengan yang

" Taufik, “Sejak Dulu Bp4 Sudah Menangani Perselisihan Rumah Tangga’, artikel diakses pada
6 Januari 2014 dari [http://kua-terntang-blogspot.com/2010/06/kua-mendukung-bp4-menjadi-
lembaga.html].

2 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Press, 1995), 644.
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lainnya.?' Dengan demikian, ketentraman, rasa kasih saying adalah tiga
serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan. BP4 ingin memelihara hidup
suburnya nilai-nilai tersebut. Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga
sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan
tiada hentinya dari para krops penasehat. Ketiga, diperlukan adanya krops
penasehat perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang
bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.**

Ketiga alasan diatas merupakan motivasi berdirinya BP4. Oleh karena
itu, diharapkan seluruh aparat dan pelaksana BP4 dalam setiap tugas harus
dapat menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberikan arahan
dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan,
sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik.

F. Tujuan dan Visi Misi BP4
a. Tujuan BP4
Tujuan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tanggga (ART) BP4 yaitu :

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga

sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa

Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil”. >

?Sumarta, Keberadaan BP4 sebagai Lembaga Penasihatan, (Majalah Nasehat Perkawinan dan
Keluarga, (Jakarta: BP4 Pusat, 1995), edisi Mei No.275, 12-13.

** Djazuli Wangsa Saputra, et, al, Peran BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan dan Keluarga,
(Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), edisi Januari No.
187, 8.

#- Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV,
2009, Jakarta : BP4 Pusat, 5.
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b. Visi dan Misi BP4
Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut :
Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa
rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:
1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan
advokasi;
2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah
melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam
rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.””
G. Program-Program BP4
Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 memiliki
program-program organisasi untuk dijalankan. Program organisasi tersebut
yaitu :
a. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke
XIV tahun 2009 di Jakarta
b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas
organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi

c. Membentuk pusat penanggulangan krisis Keluarga (family crisis

center)

* Ibid, 14.
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d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat
sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II,
Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat
Perkawinan Tingkat Kecamatan; serta meningkatkan tertib
administrasi organisasi masing-masing jenjang

e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan,
dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan
Internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang
sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi

f.  Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-
undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB
Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung

g. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun
melalui Rakernas

h. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014

i. Membuat website BP4.25

Di samping program organisasi tersebut di atas, masih ada program-
program lain yang terbagi dalam bidang-bidang dibawah ini yaitu®:

1) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
a) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam

Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling

untuk  Keluarga, Pembinaan Remaja Usia Nikah,

2 Ibid.
26 1bid, 16-18.
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b)

c)
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Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi
Keluarga, Reproduksi  Sehat, Sanitasi  Lingkungan,
Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan
HIV/AIDS;

Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator
Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga

sakinah.

Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan

Keluarga

a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatan

b)

g)

perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi
perkaraperkara di Pengadilan Agama

Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4
ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi
Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan
Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang
psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan
antropologi.

Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan BP4

Menyelenggarakan konsultasi jodoh
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Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga
melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio,
Media Cetak dan Media elektronika lainnya

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak
pada bidang Penasihatan Perkawinan dan Keluarga
Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan

Keluarga.

3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus

b)

serta penyuluhan tentang

1. Penyuluhan Keluarga Sakinah

2. Undang-undang,  Perkawinan, = Hukum  Munakahat,
Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan
undang-undang terkait lainnya

3. Pendidikan Keluarga Sakinah.

Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan

Keluarga Sakinah melalui:

1. Media cetak

2. Media elektronikal

3. Media tatap muka

4. Media percontohan/keteladanan

5. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga

dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
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6. Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan

Daerah.

4) Bidang Advokasi dan Mediasi

a)
b)

Menyelenggarakan advokasi dan mediasi

Melakukan rekruitmen dan pelatihan tenaga advokasi dan
mediasi perkawinan dan keluarga

Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan

PA.

35) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja

dan Lansia

a)

b)

d)

Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor
Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam
penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah
teladan

Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat
Nasional

Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi
anak, remaja, dan lansia

Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak
dalam keluarga

Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk

meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.27

2T pid.
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H. Upaya dan Usaha BP4

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4

mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai

nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan

maupun kelompok.

2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan keluarga.

3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di

4)

pengadilan agama.
Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah
perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan

agama.

5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang

6)

7)

tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan
pernikahan tidak tercatat.

Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang
memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan

keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
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8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/ pelatihan,
diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan
dengan perkawinan dan keluarga.

9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan
akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan
membina keluarga sakinah.

11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk
kepentinganorganisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan
keluarga.

Memperhatikan tujuan maupun upaya dan usaha yang perlu dilakukan
oleh BP4, ternyata bahwa kedudukan BP4 menempati posisi penting dan
luhur. Posisi tersebut akan bertambah lagi bagi BP4 yang berkedudukan di
kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain, dimana nilai-nilai
suatu perkawinan dalam pergaulan hidup antara manusia terus menerus
merosot dari tahun ke tahun. Hidup bersama dan kebebasan bercinta yang
mulai tampil di masyarakat perkotaan, merupakan suatu tantangan sangat

berat untuk menanggulanginya.



